10

BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh aparat teritorial disetiap
Komando Kewilayahan secara umum telah berjalan sesuai dengan yang
diprogramkan, namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan teritorial secara
kongkrit dilapangan masih terdapat banyak kendala sehingga pembinaan teritorial
dalam menyiapkan potensi wilayah menjadi kesiapan wilayah dalam mendukung
ketahanan wilayah belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam
memberdayakan potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial. Dihadapkan
kepada tuntutan untuk mampu mewujudkan stabilitas keamanan wilayah seiring
dengan perkembangan situasi pada lingkungan strategis baik global, regional dan
nasional saat ini dan mengemukanya berbagai permasalahan radikalisme
diberbagai wilayah nasional yang telah menjurus kepada disintegrasi bangsa,
maka hasil pembinaan yang telah dilaksanakan belum mencapai tujuan dan
sasaran yang diharapkan, indikasi yang terlihat adalah masih adanya beberapa
paham-paham radikal dalam masyarakat yang belum mampu diatasi secara -
tuntas oleh keberadaan aparat teritorial, hal ini merupakan salah satu indikator
bahwa kurang optimalnya pembinaan teritorial dan kurang tepatnya penerapan
manajemen teritorial dihadapkan dengan sasaran pembinaan. Untuk lebih
mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan teritorial TNI AD dalam pencegahan
penyebaran paham- radikal perlu mempedomani secara konsisten paradigma
nasional yang menjadi instrumen dasar dalam kehidupan bebangsa dan
bernegara dan mempedomani peraturan perundang undangan yang berlaku serta
memperhatikan fakta dan data yang ada.
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Peraturan Perundang undangan.

a. Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pada amandemen kedua pasal
30 bab Xl pertahanan dan keamanan negara menyatakan bahwa tiap- tiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara. Hak dan kewajiban warga negara dipertegas pada
amandemen kedua ayat 3 pasal 27 Bab X warga negara yang menyatakan
bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.

b. Undang-Undang Rl Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan
Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Pada pasal 107 (e) dijelaskan
bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:
1) barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut
diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam
segala bentuk dan perwujudannya; atau 2) barangsiapa yang mengadakan
hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di
dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran
Komunisme/Marxisme Leninisme atau dalam segala bentuk dan
perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau
menggulingkan Pemerintah yang sah.

- Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa Pertahanan negara bertujuan
untuk’ menjaga dan melindungi kedaulatan 'negara, keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa
dari segala bentuk ancaman.Adapun fungsi pertahanan negara menurut
Pasal 5 UU RI Nomor 3 Tahun 2002 adalah untuk mewujudkan dan
mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan.
d. Undang-Undang U RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI
Keterlibatan TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan diatur dalam UU
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di pasal 7 ayat
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2 b point (8). Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu tugas OMSP
(Operasi Militer Selain Perang) adalah memberdayakan wilayah pertahanan
dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan
semesta. Tugas pemberdayaan wilayah pertahanan  tersebut
diaktualisasikan oleh TNl AD melalui kegiatan Binter. Sedangkan pada
pasal 7 ayat 2 b point (3) dijelaskan bahwa salah satu tugas TNI adalah
- mengatasi aksi terorisme.

e. Undang-undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-
Undang.Dalam undang-undang Pasal 43C (1) dijelaskan bahwa tugas
Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan kontra radikalisasi
merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Dalam melaksanakan
kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut melaksanakan kontra radikalisasi sebagaiman yang
diatur pada ayat (1) dengan peraturan Presiden.

f. Undang Undang Nomor23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Dijelaskan
bahwaBela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga
negara, baik secara perseorangan maupun _kolektif dalam menjaga
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara
yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Didalam pasal 6 Undang-
undang ini dijelaskan bahwa: (1) Setiap Warga Negara berhak dan wajib
ikut serta dalam wusaha Bela Negara yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan Pertahanan Negara. (2) Keikutsertaan Warga Negara

daiam usaha Bela Negara.' Selanjutnya dalam pasal 11 ayat (2) dijelaskan

15 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk
Pertahanan Negara pasal (6).
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bahwa: Dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat bekerja sama

dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mengandung makna bahwa

penyelenggaraan bela negara harus dilaksanakan secara bersinergi antara

pemerintah dan pemerintah daerah serta seluruh stakeholder termasuk TNI.

9. Data dan Fakta.
Kondisi ketahanan wilayah yang tangguh sangat diperlukan untuk

kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini dapat terwujud apabila

seluruh aspek yang meliputi bidang geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi

ekonomi, sosial budaya, agama dan hankam dapat berperan sebagai pendukung.

Salah satu cara untuk mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh adalah

dengan mengoptimalkan pembinaan teritorial oleh Satuan Komando Kewilayahan

yang mana pada selanjutnya dengan dilaksanakannya pembinaan teritorial secara

optimal dapat berpengaruh positif terhadap ketahanan wilayah. Pada saat ini

peran Satuan Komando Kewilayahan dalam melaksanakan pembinaan teritorial

belum dapat terselenggara secara optimal, kondisi ini berdampak pada tingkat

ketangguhan wilayah juga menjadi belum optimal.

a.

Pembinaan teritorial pada bidang Geografi, Geography as a force
(Geografi sebagai kekuatan). Unsur kedaulatan dan keutuhan
wilayah adalah ' bagian dari' kepentingan pertahanan negara.
Penguasaan geografi secara utuh sesuai dengan sifat, bentuk dan
dinamikanya akan menjamin kedaulatan yang utuh pula. Dengan
kata lain dalam mengimplementasikan kepentingan pertahanan
negara untuk mendukung kepentingan nasional, harus dilandasi
pemahaman tentang realita kondisi geografis, agar kapabilitas
pertahanan mendapatkan pijakan yang kuat. Kemampuan
penguasaan wilayah sesuai dengan tanggung jawabnya mutlak bagi
setiap aparat teritorial agar mampu mengklasifikasikan wilayah
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tanggung jawabnya tersebut sesuai dengan hakekat ancaman yang

akan dan mungkin timbul, serta mampu mengidentifikasi penduduk

diwilayahnya yang mungkin dicurigai dapat menjadi provokator dan

belum mampu menguasai wilayah tanggung jawabnya secara utuh

dan prospektif. Kondisi saat ini pembinaan teritorial pada bidang

Geografi yang belum optimal hal ini terlihat dari belum adanya

kesiapan dalam mendukung teciptanya ketahanan wilayah seperti

halnya berikut :

1)

2)

3)

4)

Penentuan obyek yang akan dijadikan sasaran pembinaan
teritorial di lapangan belum dapat dilaksanakan secara
maksimal;

Peta jaring teritorial masih belum informatif, ini dikarenakan
masih menggunakan data lama sehingga bila kita melihat peta
tersebut belum bisa untuk dijadikan patokan. Peta teritorial
yang tidak sinkron antara Pemda dan Kodim masih belum
lengkap datanya karena setiap musrenbang tidak terlibat
dalam pembahasan hanya sebatas seremonial saja, sehingga
pihak Kodim tidak bisa menyampaikan rencana yang
dibutuhkan dalam rangka kepentingan pertahanan;

Dalam hal Penentuan Daerah Pangkal Perlawanan dan
Kalsifikasi Daerah belum dapat diwujudkan secara nyata baik
batas wilayah maupun-fasilitas pendukungnya;

Belum terlaksananya koordinasi' antara- Pemerintah Daerah
dengan Satuan Komando Kewilayahan dalam penyusunan
RUTR pembangunan daerah Ilebih cenderung pada
pendekatan  kesejahteraan tanpa memandang pada
pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan
pertahanan.

Pembinaan teritorial dalam bidang Demografi, Aksentuasi unsur

demografi secara kualitatif dilaksanakan guna memperoleh potensi
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demografi yang berkualitas sesuai tugas fungsinya dalam

masyarakat melalui pembinaan Tenaga professional, Tenaga ahli,

Tenaga pendidik, Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh adat

yang memiliki wawasan kebangsaan sehingga tercapai potensi

demografi secara kuantitatif untuk  diarahkan dalam rangka
mencapai ketahanan nasional. Penguatan ini juga diikuti dengan
pengembangan empat komponen utama penyelenggaraan
pertahanan negara yaitu komponen perlawanan bersenjata,
komponen Kamtibmas dan Linmas, komponen urusan sipil (termasuk
didalamnya aparatur pemerintahan sipil), dan komponen produksi.

Pembinaan teritorial dalam bidang Demografi masih belum adanya

kesiapan dari masyarakat dalam mendukung terciptanya ketahanan

wilayah, hal ini terlihat dari :

1) Kualitas dan kuantitas jiwa bela negara pada masyarakat
secara umum semakin menipis hal tersebut berakibat pada
semakin berkurangnya patriotisme dan nasionalisme dalam
masyarakat.

2) Kemampuan Deteksi dini, Lapor cepat dan Cegah dini. yang
seharusnya mutlak dimiliki secara optimal oleh setiap aparat
yang berada diwilayah, dinilai masih jauh dari yang
diharapkan, hal ini terlihat dari sering terdadaknya aparat
dengan munculnya beberapa konflik yang terjadi tanpa
mampu diantisipasi jauh sebelum terjadinya konflik, kondisi ini
mengindikasikan bahwa para aparat belum memiliki
kemampuan dalam mempelajari sumber dan anatomi konflik
yang mungkin timbul diwilayah tanggung jawabnya.

3) Masih kurangnya kegiatan cegah dini dan deteksi dini masih
perlu ditingkatkan untuk mengajak komponen bangsa untuk
merancang dan menyusun kembali sistem temu cepat dan

lapor cepat terhadap bahaya yang mengancam kehidupan
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bangsa baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar
negeri.

4) Belum dilaksanakannya inventarisasi potensi masyarakat di
wilayah secara aktual sesuai tingkat profesi serta kemampuan
lainnya guna kesiapan penggunaan sewaktu-waktu waktu
serta kebutuhan mobilisasi.

Pembinaan Sosial, Kemampuan Komunikasi Sosial. Unsur pokok
dalam komunikasi sosial yang terjadi saat ini adalah aparat teritorial
diwilayah, belum mampu menteriemahkan dan melakukan interaksi
dalam berkomunikasi dengan masyarakat, yang Dberakibat
banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh
masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pertahanan negara,
sehingga berakibat kepada langkah dan tindakan TNI tidak direspon
positif oleh masyarakat.

Masyarakat terdiri dari sejumlah manusia yang telah hidup bersama

dan mereka menciptakan berbagai peraturan pergaulan hidup

membentuk kebudayaan, dimana setiap anggota masyarakat
merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya. Adapun

Pembinaan teritorial yang perlu dilakukan ialah dengan cara empati

sehingga memiliki makna subyektif bagi pelakunya (merasa sama

atau senasib sepenanggungan dengan orang lain), dia harus dapat
menempatkan dirinya dalam posisi pelaku untuk dapat menghayati
pengalamannya dalam mewujudkan tindakan saosial yang diharapkan
sebagai implementasi dari fakta sosial. Namun demikian sebagai
akibat dari belum optimalnya pelaksanaan pembinaan teritorial serta
terbatasnya kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat
berpengaruh terhadap kurangnya kontribusi potensi kondisi sosial
dalam membentuk daya tangkal terhadap kemungkinan ancaman

yang muncul, seperti beberapa hal berikut ini.
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5)

6)
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Terjadinya konflik antar penduduk yang disebabkan adanya
sentimen perbedaan suku dan agama di beberapa tempat
yang menciptakan situasi tidak kondusif serta kerawanan
keamanan;

Kurang pedulinya masyarakat terhadap kerawanan yang
timbul termasuk lapor cepat mengakibatkan penanganan
terhadap pelanggaran hukum serta Kamtibmas tidak efektif.
Kemampuan penyiapan tenaga perlawanan rakyat untuk
membantu TNI dalam meredam konflik yang terjadi di daerah,
hingga saat ini belum terwujud secara optimal oleh para
aparat teritorial yang berada diwilayah, kekuatan minimal
tenaga rakyat terlatih yang harus disiapkan oleh Komando
Kewilayahan hampir tidak dapat terpenuhi, kondisi yang
demikian mengindikasikan bahwa aparat teritorial belum
mampu menguasai wilayah tanggung.

Masuknya budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap
mentalitas serta moral masyarakat telah sampai ke pelosok
pedesaan.

Semakin banyak masyarakat yang cenderung bersifat
individualisme dan materialisme sehingga sifat gotong-royong
semakin ditinggalkan,

Menurunnya semangat persatuan dan kesatuan dari sebagian
masyarakat karena lebih mengutamakan ‘kepentingan aspirasi
kelompok politiknya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya
konflik kepentingan politk dengan melibatkan masyarakat
sebagai pendukungnya yang menyebabkan timbuinya
tindakan anarkis.

Penerapan metoda pembinaan teritorial. Penerapan metoda

pembinaan teritorial yang di lakukan oleh para aparat teritorial

diwilayah saat ini dinilai belum tepat dan terarah kepada tujuan dan
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sasaran yang di inginkan, hal ini diakibatkan oleh masih kurang
optimainya tingkat kemampuan aparat teritorial dalam menyikapi
berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari
perkembangan situasi serta perubahan hakekat ancaman yang
dinamis, sehingga penerapan metoda yang dilakukan oleh aparat
teritorial kurang berorientasi kepada kemungkinan prioritas sasaran
. pembinaan. Akibat dari pembinaan yang dilakukan kurang terarah
pada sasaran yang diharapkan, maka upaya menciptakan stabilitas
keamanan diwilayah tanggung jawabnya tidak dapat dilaksanakan
secara optimal dan tidak berorientasi kepada kemungkinan hakekat

ancaman.

10. Kerangka Teoritis.

a. Teori Strategi. Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan
hidup dari suatu negara untuk mencapai sasaran atau tujuannya harus bisa
menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan, gangguan, ancaman
yang datangnya dari dalam dan luar negeri. Strategi dalam suatu dunia
Militer diartikan limu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi
musuh dalam perang dan dalam kondisi yang menguntungkan. Strategi
adalah kebijakan dalam pelaksanaan (policy in execution).®

Jhon M Collins (2001) dalam bukunya Military Strategy Principles, Practices,
and Historical Perspective, 'menyampaikan bahwa strategi memiliki tiga
komponen' dasar yang menjadi rumusan dalam’ pemikiran ‘dari masa ke
masa,  yaitu Ends (Tujuan), Ways (Jalan/cara/Metode), dan Means
(sarana).’” Perumusan strategis akan sangat bermanfaat karena dapat
merefleksikan kompleksitas berbagai aspek yang berpengaruh dalam
pencegahan paham radikal. Penggunaan strategis juga akan memudahkan

'®Lemhanas 2016, Modul Bidang Studi Geostrategi Dan Ketahanan Nasional

"Jhon M Collins2001 " Military Strategy Principles, Practices, and Historical Perspective, Gen,
Robert Kingston, USA (Ret)
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penyusunan sistematis analisis dan pertimbangan-pertimbangan yang
berkembang berdasarkan perpaduan berbagai faktor dan kondisi Binter TNI
AD. Sedangkan Tujuan Strategi adalah untuk memenuhi sasaran yang
diatur kebijakan, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan
sebaik, baiknya Sedangkan tujuan tersebut bisa offensive (menyerang),
namun juga bisa defensive (bertahan) atau bahkan mempertahankan status
quo politik. Adapun hasil yang diinginkan adalah memaksa musuh untuk
menerima persyaratan yang dibebankan kepada mereka.’® Secara
Universal strategi menunjukkan adanya keterkaitan tiga unsur elemen yakni
cara (Ways), sarana (Means), Tujuan (ends atau goals). Secara matematis
strategi diasumsikan sebagai cara ditambah tujuan, dengan rumus:

St=W+M+E

dimana:

St (Strategy) = Strategi

W (Ways) = Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan

M (Means) = Sumber-sumber sarana dan prasarana yang dapat

digunakan untuk mencapai tujuan
E (Ends) = Tujuan yang sudah ditentukan dalam kebijakan

b. Teori komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting
dalam kehidupan manusia sebagai 'mahkluk sosial yang senantiasa
berhubungan -dengan. orang lain. Komunikasi ;menjadi jembatan bagi
manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Oleh karenanya
komunikasi menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tak terpisahkan
satu dengan yang lainya. Demikian juga institusi TNl AD memandang
Komunikasi sosial merupakan hal yang sangat mendasar bagi terwujudnya
kemanunggalan TNI-Rakyat sehingga menjadikan Komsos sebagai salah
satu Metode Binter TNI AD.

18Andre Beaufre, 1963” An Introduction To Strategy, Paris
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Deddy Mulyana, (2005:5-30)19 mengkategorikan fungsi komunikasi
menjadi empat, salah satunya adalah sebagai komunikasi sosial. Fungsi
komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa
komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri;
untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari
tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat

- menghibur, dan memupuk hubungan hubungan orang lain. Melalui
komunikasi kita bekerja sama dengan anggota masyarakat (keluarga,
kelompok belajar, perguruan tinggi, RT, desa, negara secara keseluruhan)
untuk mencapai tujuan bersama.

c. Teori Nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai
perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tanpa
memandang lebih rendah terhadap bangsa dan negara lain. Nasionalisme
menjadi dasar pembentukan negara kebangsaan. Hubungan nasionalisme
dan negara kebangsaan memiliki kaitan yang erat. Negara kebangsaan
adalah negara yang pembentukannya di dasarkan pada semangat
kebangsaan/ nasionalisme. Nasionalisme sebagai manifestasi dari
kesadaran nasional mengandung sebuah cita-cita atau ilham yang
mendorong dan merangsang suatu bangsa untuk bersatu. Hertz yang
dikutip oleh F. Isjwara dalam bukunya pengantar limu Politik (1982: 127)%°
menyebutkan ada empat macam _ cita-cita yang terkandung dalam
nasionalisme yaitu: (1) Perjuangan-untuk’ mewujudkan persatuan nasional
yang meliputi/- persatuan bidang politik, ‘‘ekonomi,” sosial, agama,
kebudayaan dan persekutuan serta adanya solidaritas; (2) Perjuangan
untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari
penguasaan asing; (3) Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian
(separentenses), pembedaan (distinctivenses); individualitas keaslian

(originality) atau keistimewaan, dan (4) Perjuangan untuk mewujudkan

'® Mulyana, Deddy , 2005 . limu Komunikasi Suatu Pengantar. PT Remaja Rosdakarya : Bandung .
2F . Isjwara (1982), Pengantar limu Politik, Bandung: Bina Cipta Halaman (127)
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perbedaan diantara bangsa-bangsa, yang meliputi perjuangan untuk
memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh.
d. Teori sinergitas dan kerja sama. Sinergitas program dan
Kemitraan sangat diperlukan dalam pencegahan paham radikal yang
berkembang di wilayah.Sinergi itu kata yang mudah diucapkan tapi sulit
diterapkan.Sinergitas berasal dari kata sinergi (synergy),Sinergi berarti
‘ kegiatan, hubungan, kerjasama. Sinergitas adalah kerjasama unsur
atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga vyang
menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada
dikerjakan sendiri. Sinergi adalah suatu gagasan baru, yang terbentuk dari
berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga
menghasilkan suatu gagasan baru, yang dilandasi oleh pola pikir atau
konsep yang baru. Timbulnya gagasan baru dan kepuasan yang
mengikutinya tidak akan dapat diperoleh tanpa kerjasama efektif dari
semua pihak.
Berdasarkan pendapat Freeman dalam Selviyanna (2012:42)?" stakeholder
dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap
eksistensi perusahaan. Definisi sempitnya stakeholder dapat diartikan
sebagai suatu kelompok dan individu kepada siapa sebuah organisasi
bergantung untuk mempertahankan keberadaannya. Sedangkan dalam
definisi luas, stakeholder didefinisikan sebagai kelompok individu yang
dapat- mempengaruhi -atau dipengaruhi-oleh pencapaian ,suatu tujuan.
Sedangkan menurut Jalal dalam selviyanna (2012:43)?2 bahwa stakeholder
adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak

langsung dipengaruhi oleh suatu hal, serta mereka yang mungkin memiliki

21 Selviyanna, Irma Selly. 2012. Interelasi Multistakeholder dalam Pelaksanaan Corporate
SocialResponsibility Bidang Pengembangan Usaha Makro, Mikro Dan Menengah. (studi pada PT.
Perkebunan Nusantara VII). Fakultas limu Sosial dan llmu Politik Universitas Lampung

2 Ibid
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kepentingan dalam proyek dan atau kemampuan untuk mempengaruhi
hasil, baik positif atau negatif.
Pengertian kualitas sinergi sebagai kualitas hasil kerjasama yang kritikal
adalah senada dengan kualitas kerjasama dalam proses kolaboratif seperti
yang diutarakan oleh Gray (1996), dan seperti diutarakan oleh Bennis &
Biederman (1997) sebagai creative collaboration, yang menggambarkan
. kerjasama yang dapat menghasilkan lebih dari apa yang diperkirakan oleh
siapapun. Sesungguhnya teori sinergi (synergy) mengacu pada gaya
manajemen sinergik dalam organisasi yaitu senantiasa menciptakan
harmonis (Salusu, 2000).2® Dengan merujuk teori sinergitas diatas, maka
dalam konteks pencegahan paham radikal di wilayah diperlukan sinergitas
seluruh stakeholders yang ada sehingga ketahanan wilayah dapat terwujud.

11. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis.

a. Isu Global. Terorisme global masih didominasi oleh beberapa
organisasi teroris besar yang telah eksis dalam beberapa dekade terakhir
yaitu Al Qaeda dan ISIS. Namun pengaruh ISIS akan menjadi ancaman
teroris yang semakin besar dengan banyaknya teror di beberapa negara
yang diklaim dilakukan oleh kelompok ISIS. Kondisi ISIS/ISIL saat ini
semakin terdesak, karena semakin gencarnya perlawanan anti terorisme
yang dilakukan oleh negara-negara koalisi pimpinan AS dan Saudi Arabia,
serta tewasnya pimpinan ISIS Abu Bakaral-Baghdadi.

b. Isu Regional. Perkembangan gerakan kelompok Islam radikal yang
berada di Asia Tenggara menjadi kelompok teroris yang melakukan operasi
di Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Adapun
kelompok-kelompok Islam radikal yang telah berkembang menjadi
kelompok teroris adalah Moro Islamic Liberation Front (MILF), dan Abu
Sayyaf Group (ASG) di Filipina; Laskar Jundullah di Indonesia; Kumpulan

23 J. Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non
Profit. Grasindo. Jakarta.
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Mujahidin Malaysia (KMM) di Malaysia; JemmahSalafiyah di Thailand;
Arakan Rohingya Nationalist Organization (ARNO) dan Rohingya Solidarity
Organization (RSO) di Myanmar dan Bangladesh; dan Jemaah Islamiyah
(J1), merupakan salah satu jaringan yang berkembang sampai ke
Australia.2* Pada tahun 1990-an kamp pelatihan Taliban dan Al-Qaeda
telah melatih sekitar 70.000 dan 120.000 pemuda muslim untuk berjuang di
Filipina (Mindanao), Indonesia (Maluku dan Poso), Myanmar, China
(Xinjiang), Kashmir, Bosnia, Kosovo, Chechnya, Dagestan, Nagorno-
Karabakh, Algeria, Mesir dan Yordania, dan Yaman, serta tempat-tempat
lainnya.
c. Isu Nasional. Ideologi. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam
mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dikhawatirkan akan
semakin mendegradasi kedamaian dan kerukunan kehidupan berbangsa
dan bernegara. Hal ini dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik di
sekolah, kantor, fasilitas umum maupun dalam pergaulan sehari-hari
dengan menunjukkan sikap skeptis dan apatis masyarakat. Kondisi ini
memberi peluang bagi masuknya nilai-nilai ideologi lain yang dapat
memengaruhi pola pikir dan pola tindak di kalangan masyarakat Indonesia.
Kelompok Radikal Kanan (Raka) terus berupaya menjadikan Syariat
Islam sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
sehingga aksinya berpotensi memicu  konflik vertikal dan horizontal.
Terdapat beberapa kecenderungan antara lain; intensnya kelompok radikal
kanan' dalam ‘memperjuangkan ideologinya dan  berdampak bangkitnya
semangat jihad untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang
sah, termasuk mengganti ideologi negara Pancasila dengan syariat Islam.
Aksi kelompok Raka juga mewarnai Pilkada serentak pada tahun 2017
yang dapat mengusik kerukunan umat beragama dan berpotensi

mengganggu keutuhan NKRI.

24 Rohan Gunaratna, Inside Al Qaeda, New York: Columbia University Press, 2002, hal 1-2.
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Kelompok Radikal Kiri (Raki) semakin berani menunjukkan
eksistensinya serta menuntut permintaan maaf dan ganti rugi dari
pemerintah. Kelompok radikal kiri terus berupaya menekan Pemerintah
untukmencabut TAP MPRS/XXV/1966. Untuk memperoleh dukungan dari
masyarakat, kelompok Raki berupaya untuk mengeksploitasi berbagai
permasalahan sosial di masyarakat sekaligus menyebarkan paham

- gerakan Komunis Gaya Baru (KGB) yang lebih humanis.

Kelompok Radikal Lainnya (Rala) terus berupaya mengkritisi
kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat sehingga dapat
mengganggu kinerja Pemerintah. Kelompok Rala melalui LSM dan tokoh-
tokoh bentukannya selalu menekan setiap kebijakan pemerintah dengan
memanfaatkan beberapa momentum hari-hari besar nasional dan
mengangkat isu pelanggaran HAM untuk kepentingan kelompoknya.

d. Peluang dan Kendala
1) Peluang. Beberapa peluang yang dapat mendukung
optimalisasi Binter TNI AD dalam mencegah paham radikal antara
lain:

a) Kepuasan masyarakat terhadap kinerja TNI tidak lepas
dari keberhasilan Binter yang dilaksanakan oleh TNI AD.
Beberapa lembaga Survei menempatkan Kinerja TNI
mendapat  kepuasan_ Publik Paling tinggi. TNI sebagai
lembaga negara dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar
77,5 persen. Disusul Polri 67,8 persen®

b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun
2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam UU RI Nomor 3
tahun 2002 Bab lll pasal 10 ayat 3 a dan b menyatakan
bahwa TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan

25 Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo kepada wartawan di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat,
Sabtu 3 Feb 2020.Liputan6.com https:/iwww.liputan6.com/news/read/4185850/survei-prc-dan-ppi-
kinerja-tni-dan-polri-paling-memuaskan diunduh tanggal 18 Maret 2020.
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negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan
keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan
bangsa.?® Dengan adanya UU ini maka tugas TNI untuk
terlibat secara aktif penanganan pemberantasan terorisme
dan radikalisme.
C) Dalam UU RI Nomor 34 tahn 2004 tentang TNI pasal 7
g ayat (2)pont b. 3 menyatakan bahwa tugas pokok TNI
mengatasi aksi terorisme.?” Dengan adanya UU ini maka
pelibatan TNI pada tugas mengatasi aksi
terorisme/radikalisme perbatasan mempunyai payung hukum
yang jelas.
d) Dalam undang-undang 5 Tahun 2018 Pasal 431 (I)
dijelaskan bahwa tugas Tentara Nasional Indonesia dalam
mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi
militer selain perang.) Dalam upaya pencegahan Tindak
Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi
secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip
pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. (3)
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui: a) kesiapsiagaan nasional, b) kontra
radikalisasi; dan c) deradikalisasi. Tahapan pencegahan
tersebut menjadi dasar bagi TNl AD dalam melaksanakan
berbagai kegiatan Binter dilapangan ' 'guna mencegah
berkembangnya paham radikal di wilayah.?®
e) Rencana Aksi Nasional BNPT dalam Strategi Nasional

Pencegahan Terorismedijelaskan bahwa keterlibatan TNI

2%3ekretariat Negara Rl : UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hal. 7
2Z7presiden Rl : UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, hal. 9

2ndang-undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
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dalam mencegah terorisme dan radikalisme dilaksanakan
melalui Binter.

f) Dengan adanya semakin berkembangnya teknologi
informasi memudahkan tugas TNI AD khususnya
dalampencegahan paham radikal secara maksimal sehingga
dapat memberikan kontribusi upaya peningkatan stabilitas
keamanan.

Kendala. Masih terdapat beberapa kendala yang terkait

dengan optimalisasi Binter dalam mencegah paham radikal antara

lain:

a) Masih terdapat upaya kelompok tertentu untuk
menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Hal ini
apabila tidak segera mendapat penanganan akan menjadi
ancaman terhadap keamanan nasional dan sekaligus akan
mempengaruhi dukungan kekuatan TNI sebagai komponen
utama dalam sistem pertahanan negara.

b) Belum sinerginya pencegahan Paham Radikal.
Pencegahan paham radikal yang dilaksanakan oleh berbagai
stakeholders belum dapat dilaksanakan secara bersinergi
sehingga masih bersifat sektoral masing-masing lembaga dan
kementrian.

a3 Belumadanya regulasi pada tataran operasional berupa
Surat Keputusan Bersama (SKB) ' antara Kemenhan,
Kemendagri, Kemenpolhukam dan BNPT sebagai landasan
hukum bagi TNI khususnya TNI AD dalam cegah tangkal
paham radikal.






